DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadiian Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadiii
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai taiak aniara:
Novi Hariyanto bin Markum, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan (PNS) di Kantor Baaan
Penanggufangan Bencana Daerah Kabupaten
Rokan Hiir, aiamat Jalan Durian Kelurahan
Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

melawan
Srie Dewi Shinta binti Wan Akhvar Hasvim. umur 30 tahun. agama Islam.
pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Kantor
BAPPEDA di Kabupaten Rokan Hilir. alamat
Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak,
Kecamatan Banako. Kabupaten Rokan Hilir.
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Penaadilan Agama tersebut :
Telah mempelajari berkas perkara dan bukti bukti :
Telah mendenqar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tanagal 12 September 2017 telah menaaiukan permohonan cerai talak serta
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan
Reaister Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Uti. tanaaal 14 September 2017.
mengajukan permohonan dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya
sebaaai berikut :
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1. Bahwa pada tanaaal 28 November 2010. Pemohon denaan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 528/59/X1/2010. vana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah. Pemohon berstatus ieiaka. sedanakan
Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hiduo bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua
Termohon di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau
selama lima hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan
Bagan Punak. Kecamatan Banako. Kabupaten Rokan Hilir selama satu
tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan
Bagan Punak. Kecamatan Banako. Kabupaten Rokan Hilir sampai
berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
dua orang anak bernama;

a. Alva Nadhira Vizrie binti Novi Harivanto. lahir pada tanagal 19
Februari 2012;

b. Medina Khairunnisa binti Novi Harivanto, lahir pada tanagal 02 Maret
2015;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon:

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berialan rukun dan baik, akan tetapi seiak bulan Februari tahun 2011
antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan
pertenakaran vana menaakibatkan hubungan Pemohon denaan
Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan karena Termohon:

a. Termohon selalu merasa kurana denaan nafkah belania vana diberikan
Pemohon setiap bulannya sejumiah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu
iuta rupiah) karena sebahagian gaii Pemohon dipergunakan untuk
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membavar anasuran piniaman Pemohon dan Termohon di PT Bank

Riau Kepri:

b. Termohon tidak bertanaqung iawab dalam mengurus pekeriaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, seperti merawat anak Pemohon dan
Termohon:

C. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon tanpa sebab yang
ielas bahkan Termohon sering menghina keluaraa Pemohon:

d. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah
berpacaran denaan perempuan lain tanpa bukti vana jelas:

e. Termohon suka menceritakan aib keluarga rumah tangga Pemohon
dan Termohon kepada orang lain:

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon teriadi pada bulan Maret tahun 2017 ketika itu Termohon
menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain
tanpa bukti vana jelas. sehinaaa Pemohon tidak terima denaan sikap
Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon
menqusir Pemohon dari rumah kediaman bersama:

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinagal sampai sekarana tanpa salina menijalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah
kakak kandung Termohon di Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah
kediaman bersama. hal ini sudah berialan lebih kurana enam bulan
lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah empat kali mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10.Bahwa denaan keadaan rumah tanaaa seperti diielaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tanaga vang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadao Termohon telah memenunhi persvaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini
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denaan memanaail Pemohon dan Termohon. dan selaniutnva meniatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

2. Memberi izin kepada Pemohon (Novi Harivanto bin Markum) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Srie Dewi Shinta binti Wan
Akhvar Hasvim) di depan sidana Penaadilan Agama Uiuna Tanijuna:

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidana vang telah ditentukan untuk pemeriksaan
perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menahadab di persidanagan. terhadapo panaailan mana Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Maielis Hakim telah berupava mendamaikan Pemohon dan
Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah
tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upava damai
tersebut tidak berhasil;

Bahwa selaniutnva oleh karena upava damai dari Maielis Hakim tidak
berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui
jalur mediasi sebagaimana vang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun
2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 dan tanggal 22
November 2017 di ruana mediasi Penaadilan Agama Ujuna Taniuna denaan
seorang hakim mediator bernama Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. dimana
Pemohon dan Termohon menghadap mediator secara langsung dan menurut
laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana)
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
Pemohon sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian
berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/2017
Tentang Pemberian izin Perceraian a.n. Novi Hariyanto, NiP. 19811113
200604 1 005 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 13 Oktober
2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati
Raokan Hilir;
Bahwa Majelis Hakim dalam sefiap tahapan persidangan, telah

keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemchon tetap bersikeras ingin
bercerai dari Termohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil,
_

ssianjutnya dibacakanlah surat permochonai

tetap dipertahankan oleh Pemohon:;

Bahiwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah
hadir lagi di persidangan serta Termohon tidak pula mengirimkan
wakii/kuasailya yang san meskipun Termotion lelah dipanggil iagi secara
resmi dan patut maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan
tahapan pembukiian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannva, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Privinsi Riau Nomor:
528/59/X1/2010 Tanggal 28 November 2010, yang telah diberi materai
secukuonva dan dinezaaelen. dan telah dicocokkan dan ditandatanaani
oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu diberi tanda/kode : Bukti P;

C. Saksi:

1. Sulastri binti Markum, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tanaga. pendidikan SLTA. bertempat tinaaal di Dusun Antara
RT.020. RW.008, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan
-Kecamatan Banako Pusako. Kabupaten Rokan Hilir, hubungan
sebagai kakak kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah
sumpahnva tentana hal-hal vana pada pokoknva sebaaai berikut
- bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Srie Dewi Shinta;
- bahwa, hubunaan Pemohon dan Termohon adalah suami istri:

- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010.di
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru:
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- bahwa. Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut. tetapi saksi

tahu;

- bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah iejaka
sedangkan Termohon adalah gadis:

- bahwa. Pemohon dan Termohon tinaaal bersama sebaaai suami
istri semula di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke
rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik sendiri di
Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir:

- bahwa, Pemohon dan Termchon telah di karuniai 2 orang anak, dan
anak 2 tersebut saat ini tinagal bersama Termohon:

- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula
rukun dan baik. tetapi seiak tahun 2014 vana lalu Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar dirumah mereka:

- bahwa. penvebabnva karena Termohon tidak pernah merasa
cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak
melaksanakan tanggqung iawab sebagai seorang ibu dalam
mengurus rumah tangga, Termohon juga menuduh Pemohon
berselinakuh denaan perempuan lain tanpa alasan vana ielas:

- bahwa, Saksi ada 2 kali melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar mulut;

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan
Mei 2017 vana lalu:

- bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

2. Triruhandayani Binti Makmur, umur 50 tahun, agama Islam,
pekeriaan ibu rumah tanaga. pendidikan SLTA. bertempat tinaaal di
Jalan Sisingamangraja RT.003 RW.011, Kelurahan Minas Jaya,
Kecamatan Minas. Kabupaten Siak. hubungan sebaqai kakak kanduna
Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal
vang pada pokoknva sebaaai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Srie Dewi Shinta:

- bahwa. hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri:
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- bahwa. Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

- bahwa, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka
sedanakan Termohon adalah aadis:

- bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami
istri semula di rumah orana tua Termohon setelah itu pindah ke
rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik sendiri di
Kepenahuluan Bagan Punak. Kecamatan Banako. Kabupaten
Rokan Hilir;

- bahwa. Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 oranag anak. dan
anak 2 tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

- bahwa. keadaan rumah tanaga Pemohon dan Termohon semula
rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertenakar dirumah mereka:

- bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa
cukup denaan nafkah vana diberikan Pemohon. Termohon tidak
melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam
menaurus rumah tanaaga. Termochon juaga menuduh Pemohon
berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

- bahwa. Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertenakar mulut.
ada 1 kali ketika mereka di damaikan oleh keluarga, Pemohon dan
Termohon tidak terima sehinaga bertenakar mulut;

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan
Mei 2017 vang lalu;

- bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil:

Bahwa cleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun
telah dipanaail secara resmi dan patut. maka Termohon tidak ada menaaiukan

alat bukti apapun di persidangan,

Bahwa pada persidangan selaniutnva. Pemohon telah menaaiukan
konklusi | kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana
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dalil-dalil qugatan Pemohon sedanakan Termohon tidak dapat didenaar
konklusi | kesimpulannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua
yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbana. bahwa maksud dan tuiuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbana. bahwa Pemohon dan Termohon telah dioanaqil secara
resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon
dan Termohon hadir secara in person di persidanaan. denagan demikian
maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undana-Undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan iis
Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbana. bahwa Maielis Hakim telah berupava untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian
kehendak Pasal 82 avat (1) Undana-Undana Nomor 7 Tahun 1989 Tentana
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denaan Undana-Undana Nomor 50
Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undana-Undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan.
Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbana. bahwa telah dilakukan upava perdamaian baai kedua
belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan
oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Maielis telah menuniuk Yobie
Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh
kedua belah pihak berperkara. namun upava mediasi vana dilakukan oleh
Mediator pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 di
ruana sidana Pengadilan Agama Uiuna Taniuna tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentana Prosedur Mediasi di
Pengadilan dipandang telah terpenuhi;
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Menimbana. bahwa selama proses persidanaan Maielis Hakim iuaa

telah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan niatnya
bercerai denaan Terquaat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil
damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan
terhadap pokok perkara. dengan demikian kehendak Pasal 31 avat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana vana telah diubah dengan Undana-Undana Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
dipandang telah terpenuhi:

Vienimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tzhun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1890 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1983, Pemohon wajib iebih dahuiu memperoleh izin untuk melakukan
perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka Pemohon sebagai seorang
Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon sudah memperoleh izin dari atasan
untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir
Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Novi
Hariyanto, NIP. 19811113 200604 1 005 yang ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 13 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan
Hilir an. Bupati Rokan Hiiir, dengan demikian Pemohon dipandang teiah
memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon di dalam surat
inya pada pokoknys
ahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto
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termasuk kewenanaan absolut dan kewenanaan relatif Pengadilan Aqama
Ujung Tanjung oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat
formil surat quaatan/permohonan dan oleh karenanva patut dinyatakan formil
dapat diterima;

Menimbana. bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di
muka persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa , pada persidangan selanjutnya Termohon tidak
pernah hadir laai di persidanaan serta Termohon tidak pula menairimkan
wakil/lkuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara
resmi dan patut maka oleh karenanva persidanaan dilaniutkan denaan
tahapan pembuktian dari Pemohon;

Menimbana. bahwa Pemohon telah menaaiukan alat-alat bukti berupa
surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sedangkan Termohon tidak
menaaiukan alat bukti anapun di persidanaan karena Termohon tidak pernah
hadir lagi di persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil kembali secara
resmi dan patut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah
memenuhi svarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatanaani
oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos
untuk kepentinaan pembuktian. dan telah disesuaikan denaan aslinva di muka
persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a guo dapat dijadikan sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan
merupakan condifio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinva bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan
Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. pada tanaaal 28 November 2010 dan belum
pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenunhi,
dan harus dinvatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbana. bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon. kedua
saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk
diangkat meniadi saksi. masina-masina sudah dewasa (vide Pasal 172 avat
(1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (vide Pasal 175
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R.Ba.). sedanakan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluaraa dan

orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu
melihat keadaan rumah tangaa Pemohon dan Termohon, dengan demikian
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. svarat formil kedua saksi a quo telah teroenuhi:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada
pokoknva telah disertai alasan mengenai penagetahuan kedua saksi tersebut
dan bukan pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun
denaan pemikiran. maka oleh karena ity keteranaan dua orana saksi tersebut
secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbana. bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada
pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling
melenagkapi satu sama lain oleh karena itu keteranaan dua orana saksi
tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbana. bahwa berdasarkan bukti P. keteranaan Saksi 1 dan Saksi
2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keteranaan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta
Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat
dalam perkawinan vana sah:

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2
(dua) orana anak. vana saat ini kedua anak tersebut bersama
Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu
sering teriadi perselisihan dan pertenakaran:;

4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Pemohon dan Termohon adalah bertenakar mulut:

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain
adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah
yang diberikan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan tanggung
iawab sebagai seorang ibu dalam menqgurus rumah tangga, Termohon
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iuaa menuduh Pemohon berselinakuh denaan perempuan lain tanpa
alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon dan Termchon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan
Mei 2017 yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upava perdamaian oleh keluaraa namun tidak
berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan quaatannva untuk bercerai
dengan Termohon;
Menimbana. bahwa berdasarkan fakta-fakta keiadian tersebut di atas.
Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian
mempertimbanakan meniadi fakta-fakta hukum sebaaai berikut:

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan

materiil helaka akan 'I'ntnnl u_u:!a menitik heratkan knnadn tkatan hatin
atau ikatan jiwa yang mendaiam sebagaimana teriuiis dailam Ai-Qur'an
surat Ar-Rum-21:

b. Bahwa tujuan perkawinan adaiah mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan
daiam kebersamaan (sakinah), bahkan AI-Quran menggambarkan
lakatnva hubun
pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang

" rmananambharks banrnh lacaraninn  AdAan
Siiy il aeAl ik 8N Afaran dgserasian Gan

Pemohon dan Termohon,

Baliwa iania yaiig inieijadi peiyeoau sefiing leijadiinya peiseiisiiiaii daii
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon
adalan anitara iain karena 1ermonon dak pernaii meiasa cukup
dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon fidak

meiaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu daiam mengurus
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rumah tanaga. Termohon juaa menuduh Pemohon berselinakuh

dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, hal-hal tersebut telah
menuniukkan terbukti nvata adanva penyebab teriadinva ketidak
harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon:

e. Bahwa fakta dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak
sekitar Mei 2017 vana lalu hingga kini tidak pernah bersatu laai untuk
rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling
pedulikan lagi. hal mana telah menuniukkan pula bahwa dalam
kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan vana dalam dan sulit untuk dirukunkan:

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim
maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap
tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk
bercerai. hal ini membuktikan pula bahwa telah teriadi perselisihan dan
pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

a. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinainannva untuk bercerai denaan
Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap
Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilanaan rasa cinta dan
kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga
tersebut tidak akan pernah meniadi kenvataan bahkan apabila
perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan
akan menimbulkan dampak neaative (dharar) baik kepada Pemohon
maupun Termohon;

h. Bahwa pertenakaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan
dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang
terucap. melainkan dapat saia suatu pertenakaran itu berupa adanva
saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama
lain serta pisah rumah vang menunjukkan tidak ada harapan lagi
keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Termohon denaan tidak pernah hadir laai serta tidak
mengajukan alat bukii apapun di persidangan dan dengan
ketidakhadirannva laai pada persidanaan selanijutnva serta Termohon
tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah selama persidangan,
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hal ini dapat dianaaap menuniukkan Termohon tidak keberatan |aqi

atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah
tidak mau laai perduli serta tidak ada laai niat rukun kembali dan usaha
untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal
ini menuniukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada laqi ikatan
batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis,
sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

i. Bahwa denaan demikian telah terbukti secara vuridis. rumah tanaaa
Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) dengan
tidak perlu mempertimbanagkan siapa vana bersalah diantara
keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;
Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbanaan-pertimbanaan diatas

maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis
Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah teriadi perselisihan dan
pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi
untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa
yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan
tidak dapat dirukunkan kembali. karena itu permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2)
Undana-Undana No.1 Tahun 1974 iuncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh
karena itu permohonan Pemohon tentana perceraian patut dikabulkan -

Menimbang, bahwa uniuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasai 84
(1) Undang-Undana Nemor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2000, maka Majelic Hakim memandang nerlu menamhah
amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk

nailkan ealinan nitiican ini kanada Panaswiai Pancatat Nileah vanna
PHpmmEss SSRHST P3N N Xepagda Pegawai Pencatat AN Yang
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Menimbana. bahwa karena perkara a quo masuk bidana perkawinan.
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penaquaat:

Mengingat, semua pasai daiam peraiuran perundang-undangan dan

hukum lslam vang harkaitan dangan narkara ini:
Jang ‘

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Novi Harivanto bin Markum) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Srie Dewi Sinta. binti
Wan Akhvar Hasyim) di depan sidang Pengadilan Agama Uiung
Tanjung;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Aaama Uiuna Taniung untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banako Kabupaten Rokan
Hilir, dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau,
untuk dicatat dalam daftar va na disediakan untuk itu:

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
seiumlah Rp. 1.271.000.00 (satu iuta dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diiatuhkan dalam rapat permusvawaratan Maielis Hakim
Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin
tangagal 11 Desember 2017, bertepatan dengan tangqal 22 Rabi'ul awwal 1439
Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua
Maielis. Diana Evrina Nasution. S.Aa.. 8.H. dan Mardhivvatul Husnah
Hasibuan, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh Emna. S.H.. sebagai Panitera Penaqanti serta dihadiri Pemohon
diluar hadirnya Termohon.
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Hakim Anaaota

Diana Evrina Nasution, $.Aq.. §.H. ® Azbandi Aziz, S.Aq.. M.H.

Hakim Anaaota.

T

Mardhivvatul Husnah Hasibuan. S.HI.. M.H.

Panitera Pengganti,

Emna. S.H.

Rincian Biava Perkara:

i. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses A Rp 50.000,00
Bigya Manggilan ] e 1.480opooo

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00
‘ Rp .27 1.000.00

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

os N
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



